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PENETAPAN 

Nomor 1187/Pdt.G/2017/PA.Pbr. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah 

menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara 

cerai talak antara: 

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, 

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kayu Jati, 

xxx Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya 

disebut sebagai Penggugat; 

Melawan 

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak 

Bekerja,  kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan 

xxx Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru,  

selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis 

dengan surat gugatannya bertanggal 23 Agustus 2017, yang diterima dan 

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register 

Nomor 1187/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan 

alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2000 telah dilangsungkan perkawinan yang sah 

berdasarkan agama islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. xxx  tanggal 1 Juli 2000, 
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sehingga karenanya Perkawinan tersebut SAH menurut hukum agama dan 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan 

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah 

Swt; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

kediaman orang tua Tergugat di Jln Abidin No. 43 Kelurahan Simpang tiga 

Kecamatan Bukitraya Kota pekanbaru; 

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah 

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak yang masing-masing bernama: 

• anak, perempuan, lahir  26 Desember 2000 di Pekanbaru; 

• anak, perempuan, lahir  06 Maret 2005 di Pekanbaru; 

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga 

dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2009, ketentraman 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara 

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain; 

• Dari sejak awal perkawinan sampai sekarang Tergugat sering bicara 

kasar terhadap Penggugat dan juga kepada anak-anak 

• Tergugat sering main fisik bila sedang beretengkar dengan Penggugat 

bahkan anak-anak juga jadi sasaran Tergugat 

• Tergugat tidak  bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya 

dengan alasan tidak ada pekerjaan 

• Tergugat banyak menuntut haknya sedangkan kewajibannya sebagai 

suami dan bapak tidak dipenuhinya 

• Tergugat sering melarang Penggugat untuk dekat dan berkomunikasi 

dengan keluarga Penggugat 

• Kelakuan Tergugat diluar batas normal, Tergugat sering mengancam 

akan mempermalukan tergugat dan anak-anak 
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6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat 

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan 

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil; 

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan 

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena 

perceraian; 

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk 

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar 

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun 

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai 

ini dikabulkan; 

9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat 

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan 

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)  atas anak hasil 

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas; 

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan 

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon 

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang 

menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta 

memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili 

dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:  

 PRIMER: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat  (xxx) Terhadap 

Penggugat (xxx); 
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3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ( 

pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Agna 

Khuluqi, perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 26 Desember 2000 dan 

Avlaha Liwahluna, perempuan, lahir  di Pekanbaru tanggal 6 Maret 2005; 

 4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;  

 SUBSIDER: 

  Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil 

Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan 

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut; 

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat  

hadir di persidangan secara in person; 

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 16 Januari 2012, telah 

mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan 

terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 23 Agustus 2017; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di 

persidangan pada tanggal 12 September 2017, yang pada pokoknya 

menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan 

mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan; 

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di 

persidangan pada tanggal 12 September 2017, yang pada pokoknya 

menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat dan mohon pencabutan 

gugatan  

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis 

Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari penetapan ini; 

 PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara; 
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Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah 

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana 

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada 

Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat 

dan Tergugat hadir di persidangan secara in person; 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan 

gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 12 September 2017 

yang telah diajukan Penggugat bertanggal 24 Agustus 2017; 

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah 

Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum 

pemeriksaan terhadap pokok perkara; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan 

pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, 

maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang 

menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan 

izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang 

diajukan Penggugat patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan 

Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register 

nomor 1187/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dicabut oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan 

Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul 

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya; 

Mengingat: 

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama; 
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2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.; 

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan 

dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat. 

2. Menyatakan perkara register Nomor 1187/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 24 

Agustus 2017 dicabut oleh Penggugat. 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang 

timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar                   

Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu  rupiah). 

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru 

dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 

September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 

Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. 

Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota 

Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka 

untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dengan 

dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera 

Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat; 

Hakim Ketua Majelis 

      

 

Drs. H. Muhammad DJ 

 Hakim Anggota Majelis Hakim Anggota Majelis 

   

 

 Drs. Miranda Drs. Abd. Gani, M.H.  
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Panitera Pengganti 

  

 

Zulfahmi, S.Ag., M.H. 

Rincian Biaya Perkara:           

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,- 

2. Biaya ATK Rp. 50.000,- 

3. Biaya panggilan Rp. 150.000,- 

4. Hak Redaksi Rp. 5.000,- 

5. Meterai Rp. 6.000,- 

Jumlah Rp. 241.000,- 

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)  
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